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KATA
Infrastruktur merupakan tulang punggung penggerakroda perekonomiandan pengentasan
kemiskinan. AgendaPembangunanTahun2017adalah: άaemacuPembangunanInfrastrukturdan
Ekonomiuntuk MeningkatkanKesempatanKerjaserta MengurangiKemiskinandan Kesenjangan
Antarwilayah.έ

Untuk itu, KementerianPUPRdituntut untuk semakincepat dan terpadu dalam penyediaan
infrastruktur PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat. Peran Badan Litbang PUPRuntuk
mendukungpembangunaninfrastrukturPUPRdiharapkanjugasemakinberperanefektif sebagai
scientificbackbonedan techno-structureuntuk menyediakanproduk teknologidan rekomendasi
kebijakanyanginovatifdanmampumenjawabisustrategisdankebutuhanpasar.

Untukmenjawabtantangantersebut,PusatLitbangKebijakandanPenerapanTeknologiberperan
sebagaiάpolicy-ƛƴǇǳǘέuntuk menyediakanrekomendasikebijakanpenyelenggaraaninfrastruktur
PUPRberupapolicybrieft, Draft
Permen,Draft Kepmenatau SuratEdaranyanginovatif dan sebagaiάtechnology-ƛƴǘŜǊƳŜŘƛŀǘƻǊέ
untuk mendorong penerapan teknologi litbang dalam rangka percepatan pembangunan
infrastrukturPUPR

Penyusunanrekomendasikebijakanterdiri atasduabagian: PenelitianKebijakanPenyelenggaraan
Infrastruktur PUPRdan Penelitian KebijakanPenerapanTeknologi Hasil Litbang. Sementara
PenerapanTeknologimeliputi:

1) PemetaanKebutuhanTeknologiuntukmenjawabisu,tantangandankebutuhanpasar
2) PenyiapanKesiapterapanTeknologiyangmeliputiDokumenTeknisdanDokumenRencana

Bisnis
3) ForumBisnisTeknologiuntuk menciptakankerjasamapengembangandan industrialisasi

teknologi
4) ReplikasiPerdanasebagaipembuktiankesiapterapanteknologi
5) MonevdanAlihTeknologidalamrangkakeberlanjutanteknologi

KegiatanLitbangTA. 2017yangterdiri atasPenyusunanRekomendasiKebijakanyangdilaksanakan
oleh Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama. Sementara Kegiatan Penerapan Teknologi
dilaksanakandi BalaiLitbangPenerapanTeknologi(3 Balai). SeluruhKegiatanLitbangdi Puslitbang
KPTTA. 2017dapattercapaidenganbaiksesuaidengantarget danrencana.

KiranyaResumeKegiatanLitbang TA. 2017 ini dapat menjadi sumber informasi untuk para
pemangkukepentingandalamrangkamengakselerasipercepatanpembangunainfrastrukturPUPR
yangbermanfaatbagimasyarakat.
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KEGIATAN UTAMA

KAJIAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR PUPR KORIDOR TRANS PAPUA

Penguatankonektivitasmerupakansalahsatu
agenda pembangunan nasional yang harus
dicapai dalam rentang tahun 2015-2019.
Selamaini lemahnyakonektivitasantar daerah
di wilayah Papuamengakibatkanharga-harga
barang lebih mahal dibandingwilayah lain di
Indonesia sehingga menyebaban wilayah
Papuadan PapuaBarat berada dalam posisi
terbawah dalam pembangunanmanusianya.
JalanTransPapuadibangununtuk membuka
keterisolasianwilayah di Papua. Tujuan dari
penelitianini adalahuntuk memprediksipusat-
pusat pertumbuhan ekonomi baru yang
potensial berdampak positif meningkatkan
kondisi perekonomian regional, serta
merumuskan road map (rencana program)
dalam jangkapendek,menengahdan panjang
terkait infrastrukturPUPRdansektorlain.

LINGKUPKEGIATAN:
1. Studiliteratur dankebijakan-kebijakan.
2. Diskusidenganstakeholders kuncidi level 

instansiyang berwenangdantokoh-tokoh
masyarakat.

3. Analisispengembanganpotensi-potensi
ekonomi, sosialbudayadi wilayahjalan
Trans Papua

4. AnalisisinfrastrukturPUPR prioritasyang 
dibutuhkanuntukmendongkrak
perkembanganpusat-pusatpertumbuhan
ekonomibaru

5. Analisisroad map (rencanaprogram) 
dalamjangkapendek, menengahdan
panjangterkait infrastrukturPUPR dan
sektorlain.

6. Perumusan memo kebijakan
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OUTPUT:
Rekomendasikebijakan (policy brief) terkait
rencana program (road map) infrastruktur
prioritas PUPRdan sektor lain yang mampu
memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi
baru di wilayah PapuadanPapuaBarat yang
dilalui trasejalanTransPapua

OUTCOME:
Untukmengetahuilokasi-lokasipotensialpusat
pertumbuhan ekonomi baru di koridor Trans
Papuadansebagaiarahankebijakankebutuhan
infrastruktur prioritas mendukung potensi
pusatpertumbuhanbaru.

PENERIMAMANFAAT:
1. DitjenSDA

2. DitjenBinaMarga

3. DitjenCiptaKarya

4. BPIW

5. Balitbang

6. KementerianPDT

7. KementerianPerhubungan

8. PemdaKawasanPapua 

9. Akademisi

LOKASI: 
Å Trans Papua Segmen 2: Kabupaten Deiyai, 

Kabupaten Nabire, Kabupaten Painai.
Å Trans Papua Segmen 5: Kabupaten 

Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, 
Kabupaten Nduga.

PAGUANGGARAN:
Rp 1.206.476.000 (SatuMilyarDuaRatusEnam
JutaEmpatRatusTujuhPuluhEnamRibuRupiah) 
secaraswakelola.

REKOMENDASI:
1. OptimalisasiPusatPertumbuhanEksisting

(rounding-up dari kondisieksisting, 
rekomendasiyang dibutuhkanagar 
infrastrukturdi lokasitersebutlengkap).

2. Pengembanganpusatpertumbuhanbaru
(kebutuhaninfrastrukturdi lokasi-lokasi
tersebutagar potensinyasemakin
berkembang), yang terdiri dari :
Å KebijakandanStrategiPengembangan

Wilayah BerbasisKampungadat
Å KebijakandanStrategiMewujudkan

KawasanLindung
Å KebijakanMewujudkanPenguatan

InteraksiAntarKota
Å Kebijakan(Center) MewujudkanPusat

EkonomiBerbasisSumberdayaAlam
Berkelanjutan

Å KebijakanMengembangkanPertanian
yang Berkelanjutan

Å KebijakanMewujudkan
PengembanganEkonomiSDA

Å KebijakanMewujudkanPusat
PariwisataberbasisEkowisatadan
BahariBerskalaInternasional

Å KebijakanMewujudkan
PengembanganPusatPertumbuhan
BerbasisMitigasidanAdaptasi
Bencana

Å IndikasiProgram
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KEGIATAN UTAMA

REKOMENDASI PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR PUPRMENDUKUNG 
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN PLBN

Pembangunan PLBN diharapkan dapat
menggerakanroda ekonomi di kawasan
perbatasan, sehinggakebijakanpengembangan
wilayah perbatasan tidak hanya ditujukan
untuk mengatasi isu perbatasan semata
(border policy for border areas), namun juga
untuk peningkatan ekonomi wilayah yang
berujung pada kesejahteraanmasyarakatnya
(borderpolicyfor the improvementof regional
developmentand ǇŜƻǇƭŜΩǎprosperity). Tujuan
policybrief ini untukmengetahuikebijakandan
strategi yang harus dilakukan untuk
menumbuhkan ekonomi di kawasan
perbatasan,mengetahuitantanganyang akan
dihadapidalammewujudkaninstruksiPresiden
tersebut, dan untuk mengetahuirekomendasi
yang dapat diusulkanuntuk mengembangkan
infrastruktur PUPR agar dapat menjadi
άƳŀƎƴŜǘέpertumbuhan ekonomi di kawasan
PLBN.

LINGKUPKEGIATAN:
1. Telaahdanpenyusunaninstrumen

penelitian
2. Survey lapangandanFGD
3. Analisisdanpenyusunanmodel

ÅModelPengembanganKawasanPLBN
ÅModelDukunganInfrastrukturuntuk

PeningkatanDayaSaing
4. Penyusunanroadmap
5. Penyusunanrekomendasikebijakan

OUTPUT:
Policy brief penyiapan pengembangan
infrastruktur PUPRmendukungpertumbuhan
ekonomidi kawasanPLBN.
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OUTCOME:
Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat
memberikanmanfaat yangseluas-luasnyabagi
para pengambilkebijakanagar pembangunan
kawasanPLBNdapat lebih masifdan dirasakan
hasilnya secara optimal oleh seluruh
masyarakatIndonesia.

PENERIMAMANFAAT:
BPIW, DitjenCK danpihaklain (BNPP, Kemenko
Perekonomian) dalammengeloladan
mengembangkankawasanperbatasan

LOKASI:
Pos Lintas Batas Entikong dan Pos Lintas Batas 
aƻǘŀΩŀƛƴΦ

PAGUANGGARAN:
Rp 826.615.000 (Delapan Ratus Dua Puluh
EnamJutaEnamRatusLimaBelasRibuRupiah)
secaraSwakelola.

KESIMPULAN & 
REKOMENDASI:

1. Barang/jasa yang akan dikembangkandi
kawasan sekitar PLBN sebaiknya
sektor/komoditas yang lebih kompetitif,
contohnyaretail dan pelayanandasardi
KawasanBelu.

sektor/komoditas yang lebih kompetitif,
contohnyaretail dan pelayanandasardi
KawasanBelu.

2. Pemdaperlu mendorongpengembangan
sektor yang less competitive di sektor
pertanian, antara lain denganpenerapan
teknologi yang dapat meningkatkan
produktivitas pertanian, pendampingan
budidaya kepada petani, pemberian
subsidi, penggunaanperalatan/teknologi
tepat gunayangmurah dan efektif, serta
penampungan hasil pertanian dengan
sistemnon-ijon.

3. Pemerintah dan Pemda juga harus
mendorongkeberadaanlocalchampion.

4. Perlu didorong Inovasi-inovasi digital
seperti kolaborasi dengan pengembang
apps (Airy Rooms,Airbnb, iGrow,dll) dan
diimbangidenganpembangunanfasilitas
pendukungpariwisata.

5. Melengkapi PLBN dengan fasilitas
komersial (etalase) untuk pemasaran
produk-produkkhasdaerah.

6. Memadukan Pendekatanteknis dengan
social engineering agar output yang
dicapaibisasegeramemberikanoutcome
danpositiveimpact.
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KEGIATAN UTAMA

PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN 
BENDUNGAN

Selain bermanfaat dalam menunjang
peningkatan status sosial ekonomi dengan
pemenuhan swasembada pangan, irigasi,
upaya konservasi,PLTA,pengendalianbanjir,
pariwisata dan sebagainya,bendungan juga
menyimpanpotensi bahayayangcukup besar
jika tidak dikeloladenganbaik. Terlebih jika
investasi PLTAyang telah dibenamkanpada
bendungan tidak didukung dengan upaya
pengamanan(konservasi)di catchment area
agar terwujud kualitas, kuantitas, dan
kontinuitas air untuk berlangsungnyaoperasi
PLTA. Saat ini akan dibangun49 bendungan,
untuk itu diperlukanupaya pengamanandan
pengembangan bendungan agar tetap
berfungsi dengan baik dan memberikannilai
tambah(addedvalue) berkelanjutan.

LINGKUPKEGIATAN:
1. Merumuskankonsepkajianpenelitian, 

studi literatur, dankebijakan-kebijakan
yang sudahada.

2. Melakukansurvey, investigasi, 
danpengolahandata.

3. Mengidentifikasikondisieksistingfisikdan
pengamananbendungan.

4. Mengidentifikasikondisiiklim investasi
(kebijakan, kelembagaan, tata kelola
pengusahaan, termasukurusanperizinan) 
di lokasipenelitian.

5. Mengidentifikasikondisidankapasitas
pengamananasset bendungan.

6. Mengolah data hasilidentifikasi di 
lapangandanmenyusunrekomendasi
kebijakan.
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OUTPUT:
NaskahKebijakanberupa masukankebijakan
untuk internal KementerianPUPRdalam hal
perencanaan pengembangan dan
pengamananbendungan serta masukan
kebijakan untuk dukungan sektor lain yang
dapat dikaitkandengan perencanaan
pembangunan infrastruktur khususnya
bendungan.

OUTCOME:
Untuk meningkatkan nilai tambah
bendunganmelalui usulan-usulan kebijakan,
kelembagaan,tata kelola pengusahaanSDA,
(termasukurusanperizinan)padabendungan-
bendungandi lokasipenelitiandan bagaimana
mengelola catchment area di sekitar
bendungandenganbaik

PENERIMAMANFAAT:
1. DitjenSDA
2. DitjenBinaKonstruksi
3. BPIW
4. Balitbang
5. Pemdadi lokasipenelitian
6. BKPM
7. KemenkoPerekonomian
8. Akademisi

LOKASI:
Å Sumatera Selatan (Bendungan Tiga Dihaji)
Å Jawa Barat (Bendungan Kuningan)
Å Nusa Tenggara Barat (Bendungan Tanju)
Å Sulawesi Selatan (Bendungan Pamukkulu)

PAGUANGGARAN:
Rp 840.156.000 (DelapanRatusEmpat Puluh
Juta SeratusLima Puluh Enam Ribu Rupiah)
secaraSwakelola.

KESIMPULAN & 
REKOMENDASI:
1. Memastikan rencana pengelolaan

bendunganjugameliputi daerahtangkapan
air(catchment area) dan dimasukkanke
RTRWdanPeraturanDaerahsertakawasan
sekitar waduk/bendungan dan sempadan
waduk dibuat zona hijau, dapat berupa
tamanatauarboretum.

2. Penataankawasanwaduk dengan konsep
ekonomi kerakyatanyang mendidik untuk
memberikan added value bagi seluruh
masyarakatyangtinggaldi sekitarwaduk.

3. agar kapasitas energi listrik terpasang
mendekatiangka10 MW (mendekatifeed
in tariff) sehingga dapat dikategorikan
cukuplayak.

4. Sebelum tahap pembangunan dimulai,
beberapaprasyaratsepertiPermit, Location
Permit, MoU dengan PLN, Power
PurchasingAgreement(PPA)antara Badan
Usaha dengan PLN harus dipersiapkan
denganbaik.

5. Pemerintah harusmemfasilitasi proses
pemanfaatan BMN untuk
PLTA/PLTM/PLTMHagarbisnisini menarik.
Salah satu caranya adalah dengan
menstrukturkan proyek dengan baik
mengingatlama konsesibisa mencapai15
s/d 40 tahun.
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KEGIATAN UTAMA

PENELITIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR 
PADA WILAYAH STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Pada beberapa Wilayah Pengembangan
Strategis,terdapat beberapawilayahstrategis
cepat tumbuh yang harus direspon dengan
kebijakanpenyelenggaraaninfrastruktur PUPR
untuk menurunkan tingkat ketimpangan
pembangunanantarwilayah. Namundemikian,
kebutuhan infrastruktur tersebut dapat
bervariasiantar wilayah. Untuk itu, identifikasi
kebutuhan infrastruktur yang tepat, dapat
membuat peran pembangunaninfrastruktur
dalammenurunkantingkat ketimpanganantar
wilayah menjadi lebih efektif. Atas dasar
ini,diperlukan suatu kajian untuk melihat
WilayahPengembanganStrategiskhususnyadi
PusatPertumbuhanTerpadudi manatermasuk
WilayahStrategisCepatTumbuh.

LINGKUPKEGIATAN:
1. Identifikasi tingkat kesenjanganekonomi

antarwilayah strategis cepat tumbuh
denganwilayahlainnya.

2. Identifikasipotensiekonomisumberdaya
di lokasi strategis cepat tumbuh
dibandingkan dengan wilayah-wilayah
lainnya.

3. Identifikasi gambaran tingkat/status
kawasan/subkawasandi lokasi wilayah
strategiscepattumbuh.

4. Identifikasi kondisi dan kebutuhan
infrastruktur PUPRke depan diwilayah-
wilayahstrategiscepattumbuh, termasuk
potensi penerapanteknologiinfrastruktur
PUPRhasillitbang.

5. Identifikasi kebijakan dan strategi
pengembanganinfrastrukturPUPRdalam
rangka mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi dan pengurangankesenjangan
di wilayahstrategiscepattumbuh.
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OUTPUT:
Naskah kebijakan berupa materi teknis
kebijakan dan strategi pembangunan
infrastruktur PUPR(termasuk jenis-jenis hasil
litbang)padawilayahpengembanganstrategis
(WPS) khususnya kawasan strategis cepat
tumbuh.

OUTCOME:
Mengakselerasi pembangunan infrastruktur
PUPRpada wilayah strategis cepat tumbuh
sehinggadapat menjadi pemicu bagi wilayah
sekitarnyamelaluirekomendasikebijakanyang
dapatdiimplementasikan.

PENERIMAMANFAAT:
Badan Pengembangan Wilayah (BPIW),
Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat
JenderalSDA,DirektoratJenderalCiptaKaryadi
lingkungan Kementerian PUPR; Kementerian
Dalam Negeri; Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi; Bappenas; dan Pemerintah
Daerah(ProvinsidanKab./Kota).

LOKASI:
Sumatera (Metro Medan, Tebing Tinggi,
Dumai, dan Pekanbaru), Bali (Gilimanuk,
Denpasar,dan PadangBay), dan Kalimantan
(Balikpapan,Samarinda,danMaloy).

PAGUANGGARAN:
Rp 856.268.000 (Delapan Ratus Lima Puluh
EnamJutaDuaRatusEnamPuluhDelapanRibu
Rupiah)secaraSwakelola.

REKOMENDASI:
1. Melakukan akselerasi pembangunan

infrastruktur PUPRterutama pada lokasi

yang tingkat pemenuhan kebutuhan

infrastrukturnyamasihdi bawahSPM.

2. Perlunyapenerapan teknologi terutama

sektor air bersih, persampahan, dan

perkerasanjalandenganalternatif:

a. Penerapanteknologisecaraterpusat

padasuatulokasitertentu di setiap

WPSsehinggadapat menjadimodel

untukditerapkandi tempat lain.

b. Penerapan teknologi secara

menyebar pada sejumlah titik

sehingga sekalgus menjadi solusi

langsung dari permasalahan

pemenuhan kebutuhan teknologi

hasillitbangPUPR.

3. Mereview kembali, penetapan batas

ataudeliniasiWPSberdasarkankab./kota

yang telah ditetapkan dengan dua

alternatif kebijakan:

a. Mendorong agar kawasan dengan

batas kab./kota pada WPS Cepat

Tumbuh yang telah ditetapkan

tersebut terus dipacu

pengembangannya melalui

pembangunan infrastruktur PUPR

sesuai RTRW, namun juga tetap

dikendalikan agar tetap sesuai

koridor pengendalianpemanfaatan

ruang.

b. Melakukan review terhadap

kab./kota yangtermasukdalamWPS

Cepat Tumbuh yang statusnya

mengalamiperubahan.

c. Khususuntuk WPSBali, mengingat

dari 9 kabupaten/kota yang ada

ProvinsiBalidan hanya2 kabupaten

yang tidak termasuk dalam WPS

Cepat Tumbuh(Kab. Buleleng dan

Kab. Bangli) dan semuanyamasih

dalamsatu pulau, makasebaliknya2

kabupaten tersebut dimasukkanke

dalamWPSyangsama.

d. Untuk mendukung akselerasi

pengembanganWPSCepatTumbuh,

selain pembangunan infrastruktur

PUPR, dibutuhkan kebijakan dan

strategi dari sektor lain, terutama

pada sektor-sektor unggulanseperti

pertanian,kehutanan, perkebunan,

dan perikanan, namun di saat yang

sama juga tetap menekan tingkat

kesenjangan.
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KEGIATAN UTAMA

KAJIAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR PUPR DI PULAU-PULAU KECIL

Selain daerah perbatasan,wilayah pinggiran
seperti pulau-pulau kecil juga menjadiagenda
pembangunannasional,di manajumlah pulau
kecil yang sudah bernama paling sedikit ada
13.466. Sebanyak 60% populasi penduduk
Indonesiatinggaldi wilayahpesisiryangmata
pencahariannya mengandalkan sumberdaya
laut dan perikanan. Namun, masih terdapat
permasalahanyang dihadapi di pulau kecil,
seperti Indeks Kerentanan Tinggi (kejadian
tsunami, pertumbuhan dan kepadatan
penduduk, elevasi, kemiringan, dan
penggunaan lahan), rendahnya mutu
infrastruktur, dan Pulau Tarakanmenghadapi
situasi unstainability infrastruktur dan
teknologi. Kegiatanini secaraumum dilakukan
untuk melihat permasalahanyang dihadapi
masyarakatdi pulau-pulaukecil.

LINGKUPKEGIATAN:
1. Identifikasikondisi infrastruktur eksisting

(terutam aairbersihdansanitasi), potensi
sosekling, dan kendala pembangunan
infrastrukturdanpengembanganwilayah.

2. Identifikasikondisi tatanan kelembagaan
lokaleksisting.

3. Analisisdayadukung, tingkat kerentanan
(fisik dan non fisik), inovasi/
pengembangan teknologi berbasis
komunitas.

4. Perumusankebijakan.

OUTPUT:
Policy brief dalam pengembangan infrastruktur 
PUPR di pulau-pulau kecil.
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OUTCOME:
1. Untuk memperoleh gambarankondisi

infrastrukturdanmasyarakatdi lokasi
studi.

2. KonsepRoad map pengembangan
infrastrukturdalamkurunbeberapatahun
kedepan.

3. Aktor-aktorkelembagaandanwacana
kolektifyang dominanterkait
pengembanganinfrastruktur.

4. Konsep delivery system 
pengembanganinfrastruktur yang 
potensial dikembangkan

PENERIMAMANFAAT:
Pihakinternal KementerianPUPRantara lain:
Ditjen Cipta Karya,Ditjen Bina Marga, Ditjen
Sumber Daya Air, Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah, Balitbang. Sedangkan
untuk pihakeksternal,kajianini akanmenyasar
antaralain:KementrianDesa,DaerahTertinggal
danTransmigrasisertaPemerintahdaerah

LOKASI:
Rote Ndao - Nusa TenggaraTimur, Bintan -
KepulauanRiau,danMandeh- SumateraBarat.

PAGUANGGARAN:
Rp 659.073.000 (Enam Ratus Lima Puluh
SembilanJuta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)
secaraSwakelola.

KESIMPULAN & 
REKOMENDASI:
Berdasarkanhasil kajian, dalam mengatasi
permasalahanyang dihadapi di setiap lokasi
kajian, secara bertahap perlu dilakukan
program-programsebagaiberikut:
Å KabupatenRoteNdao
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan,
kebutuhanmendesakdi wilayahini adalahair
baku baik itu untuk keperluanseharihari dan
irigasipertanian.
Å KabupatenBintan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan,
kebutuhanmendesakdi wilayah ini adalahdi
sektor air baku, aksesibilitasdan kualitasjalan
sertapenangananabrasipantai.
Å Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir

Selatan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan,
kebutuhanmendesakdi wilayah ini adalahdi
sektorSDA(Air baku), CiptaKarya(sanitasidan
persampahan) sertakelistrikan.
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KEGIATAN UTAMA

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 
PADA PERUMAHAN NELAYAN KHUSUS                         
DI ATAS AIR

Kepulauan yang memiliki potensi besar di
sektor perikanan, namun profesi sebagai
nelayan berkurang setiap tahunnya. Hal ini
disebabkanoleh banyakfaktor, salahsatunya
minimnya kesejahteraan, terlihat dari
permukiman nelayan yang identik dengan
kumuh karena keterbatasan fasilitas
penunjang. Diperlukan infrastruktur
permukimanyangmendukungkehidupanpara
nelayan sesuai kearifan lokal setempat,
khususnya infrastruktur penyedia air baku,
pengolahanair limbah, dan persampahan. Di
sisi lain, fakta menunjukkanbahwa sebagian
nelayanyangbermukimdi atasair sejakturun
temurun (suku Bajau) mengalami persoalan
legalitas rumah. Jumlah Suku Bajau di
Indonesiasangatbanyak,tersebardari Sabang
hinggaMerauke. SukuBajaumemiliki kearifan
lokal hidupdi atas laut dan menangkapikan
merupakansatu-satunyamatapencahariannya.
Tujuan kegiatan ini untuk mengidentifikasi
aspek teknis, peraturan, sosial budayadan
lingkunganpadarumahnelayankhususdi atas
air. Tujuan penelitian ini adalahmenyusun
konseprumah khususnelayandi atas air dan
strategipengelolaannya.

LINGKUPKEGIATAN:
1. Identifikasikarakteristik masyarakat 

nelayan yang tinggal di atas air.
2. Identifikasikarakteristik permukiman 

nelayan di atas air.
3. Identifikasipengelolaan keberlanjutan 

rumah nelayan di atas air.

OUTPUT:
Sebagai rekomendasi kebijakan bagi
stakeholder terkait dalam menyediakan
infrastruktur PUPR, khususnya untuk
meningkatkankualitas rumah nelayankhusus
di atasair.

OUTCOME:
Sebagai rekomendasi kebijakan bagi
stakeholder terkait dalam menyediakan
infrastruktur PUPR, khususnya untuk
meningkatkankualitas rumah nelayankhusus
di atasair.
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PENERIMAMANFAAT:
Penerimamanfaat dari kegiatanpenelitian ini
meliputi Ditjen PenyediaanPerumahan,Ditjen
Cipta Karya- KementerianPUPR,Kementerian
KelautandanPerikanan

LOKASI:
1. Sulawesi Tengah, Kabalutan, TojoUna-

Una
2. Sulawesi Tengggara, Wakatobi, Pulau

Wangi-Wangi. 
3. Kalimantan Barat, KabupatenKubuRaya, 

KampungNelayanSungai Kakap. 
4. Kalimantan Timur, Bontang, Kampung 

Nelayan Bontang Kuala. 

PAGUANGGARAN:
Rp634.978.000 (EnamRatusTigaPuluhEmpat
JutaSembilan RatusTujuhPuluhDelapanRibu
Rupiah) secaraSwakelola.

REKOMENDASI:
1. Menyiapkanperaturanuntuk

permukimannelayankhususdi atasair.
2. Penyediaaninfrastrukturpengolahanair 

limbahdanpersampahan.
3. Edukasi kepadamasyarakatterkait

kesadaranlingkungan.
4. Konseppengelolaanseptic tank komunal.
5. Optimalisasiwisataperikanandanproduk

hasillaut.
6. Wisatabudayarumahdi atasair.
7. Koordinasistandarisasirumahdan

pemrograman.
8. Pembentukankelembagaanpengelolaan

lingkungan.
9. Kajianterkait dayadukungpermukimandi 

atasair.
10.Pembentukanzonasipenataanruang

permukimandi atasair.
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KEGIATAN UTAMA

KEBIJAKAN 
PENERAPAN 
TEKNOLOGI



KEGIATAN UTAMA

LEGALISASI KEBIJAKAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Selain daerah perbatasan,wilayah pinggiran
seperti pulau-pulau kecil juga menjadiagenda
pembangunannasional,di manajumlah pulau
kecil yang sudah bernama paling sedikit ada
13.466. Sebanyak 60% populasi penduduk
Indonesiatinggaldi wilayahpesisiryangmata
pencahariannya mengandalkan sumberdaya
laut dan perikanan. Namun, masih terdapat
permasalahanyang dihadapi di pulau kecil,
seperti Indeks Kerentanan Tinggi (kejadian
tsunami, pertumbuhan dan kepadatan
penduduk, elevasi, kemiringan, dan
penggunaan lahan), rendahnya mutu
infrastruktur, dan Pulau Tarakanmenghadapi
situasi unstainability infrastruktur dan
teknologi. Kegiatanini secaraumum dilakukan
untuk melihat permasalahanyang dihadapi
masyarakatdi pulau-pulaukecil.

LINGKUPKEGIATAN:
1. Identifikasi rancangan peraturan yang

dibutuhkan user dalam menerapkan
teknologihasillitbang.

2. identifikasi bagaimana rancangan
peraturan tentang penilaian kesesuaian
teknologi

OUTPUT:
1. Draft SEMenteri PUPRtentangPedoman

PenerapanTeknologiHasilLitbang.
2. Draft SE Kepala Badan Litbang

Kementerian PUPR tentang Penilaian
KesesuaianTeknologi.

OUTCOME:
Menyediakanpayunghukumbagiuser(sektor)
sebagaiacuan dalam menerapkan(replikasi)
teknologi hasil litbang. Tujuan penelitian ini
adalah menyusun rancangan peraturan
tentang penerapan teknologi hasil litbang
KementerianPUPR(termasuktentangpenilaian
kesesuaianteknologi).

PENERIMAMANFAAT:
Direktorat Jenderal teknis di lingkungan
KementerianPUPR

LOKASI:
JawaBarat,Yogyakarta,Surabaya

PAGUANGGARAN:
Rp451.239.000 (EmpatRatusLima PuluhSatu
juta DuaRatusTigaPuluhSembilan Ribu
Rupiah) secaraSwakelola.

KESIMPULAN & 
REKOMENDASI:

1. RancanganSuratEdaranMenteri tentang
Tata Cara Penerapan Teknologi di
KementerianPUPRsebagaiacuankepada
Unit Organisasi Pelaksana terkait
pelaksanaanpenerapan teknologi untuk
pembangunan infrastruktur bidang
PekerjaanUmumdan PerumahanRakyat.
RancanganSEini berisi:
Å Tata cara pelaksanaanpenerapan

teknologi
Å Tata cara pelaksanaankerjasama

penerapanteknologi
Å Monitoring dan evaluasipenerapan

teknologi
2. RancanganSurat Edaran Kepala Badan

Litbang tentang Penilaian Kesesuaian
Teknologi sebagai upaya mendukung
pembangunan infrastruktur melalui
penerapan teknologi dari hasil litbang
atau hasil kliring terhadap teknologi dari
luar dalam upaya melakukan alih
teknologi di lingkungan Kementerian
PekerjaanUmumdan PerumahanRakyat.
SEini berisi:
Å Pengenalan teknologi dari luar

BadanLitbangPUPR
Å Indikator penilaian kesesuaian

teknologi
Å Pemeriksaanadministrasi
Å Audiensi
Å Eksposeteknis
Å Uji laboratorium
Å Uji gelar
Å Surat keterangan hasil uji dan

penilaiankesesuaianteknologi
Å Monitoringdanevaluasi
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